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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah n.lemberikan.
rahmat yang melimpah dan keschatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi
yang berjudul

“PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM”

Seperti yang diketahui jika Bawaslu memiliki peran sebagai pengawas dan
lembaga peradilan khusus kepemiluan sejalan dengan tugas dan wewenang yang
diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa yang
ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa
proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan,
yaitu mediasi dan adjudikasi. Dalam pelaksanaannya, putusan dalam sidang
adjudikasi di Bawaslu memiliki kekuatan hukum tetap dalam artian final dan
mengikat yang sama dengan putusan-putusan di lembaga-lembaga peradilan pada
umumnya. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari
keda sejak tanggal putusan dibacakan. Rentang waktu tersebut merupakan jaminan
kepastian hukum dalam norma yang mengatumya agar segera ditindaklanjuti
sepanjang tidak ada upaya hukum yang dapat menganulir putusan tersebut. Bentuk
tindak lanjut KPU atas putusan adalah melalui Keputusan KPU dan
disampaikan/dilaporkan kepada Bawaslu melalui Surat. Apabila KPU menunda
dan/atau tidak menindaklanjuti putusan tersebut Bawaslu belum memiliki
kewenangan sendiri untuk menindaknya. Sistem pengawasan/pemantauan Bawaslu
terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP belum diatur dalam
alam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu vang lebih rinci dan
lebth khusus. Oleh karena itu, diperlukan revisi pada undang-undang maupun
Perbawaslu yang memberikan kewenangan tambahan kepada Bawaslu untuk
menegakkan kepatuhan terhadap putusannya. Revisi ini harus mencakup pengaturan
sanksi yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan, serta penguatan mekanisme
pengawasan yang memungkinkan Bawaslu untuk melakukan tindakan sanksi
administrasi.

Penulis

Pebby Pratiwi Nadeak
1312100218




ABSTRAK

Sebagai lembaga yang dengan fungsi quasi-yudisial, Bawaslu memiliki
kewenangan untuk memberikan putusan atas serta penyelesalan sengketa proses
pemilu. Putusan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat final
dan mengikat. Bawaslu memiliki kekuatan yang final dan mengikat di setiap
keputusan yang dikeluarkan. Namun, implementasi atau bentuk tindak lanjut dari
putusan tersebut sering Kkali menghadapi tantangan, terutama dalam bentuk
pembangkangan berupa penundaan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh KPU sebagai
penyelenggara pemilu yang semestinya menjalankan putusan tersebut. Kewajiban
pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk putusan Bawaslu dapat diketahui
belum dilakukan secara maksimal oleh KPU mempertanyakan sifat final dan
mengikat putusan Bawaslu. Hasil penelitian adalah perlu adanya pembaruan terkait
kewenangan Bawaslu untuk menegakkan kepatuhan terhadap putusannya. Undang-
Undang No. 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu belum mengatur secara tegas tentang
daya paksa maupun bentuk pengawasan Bawaslu atas tindak lanjut putusan yang telah
dikeluarkannya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi putusan
Bawaslu yang mengikat, terutama apabila putusan tersebut ditunda dan/atau tidak
ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi model
pengaturan untuk memperkuat daya paksa putusan Bawaslu termasuk mekanisme

sanksi terhadap pihak penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan
Bawaslu.

Kata kunci: Bawaslu, tindak lanjut putusan, pemilu.

X1



ABSTRACT

As an institution with a quasi-judicial function, Bawaslu has the authority to provide
decisions on and resolve disputes over the electoral process. The decision, based on
applicable legal provisions, is final and binding. Bawaslu has final and binding power
in every decision issued. However, the implementation or follow-up of the decision
often faces challenges, especially in the Jorm of defiance in the form of delays and /
or not being followed up by the KPU as the election organizer who should carry out
the decision. The obligation to implement a maximum of 3 (three) working days for
Bawaslu's decision can be known to have not been carried out optimally by the KPU,

questioning the final and binding nature of Bawaslu's decision. The result of the study
is the need for renewal related to Bawaslu's authority to enforce compliance with its

decisions. Law No. 7 Year 2017 and Perbawaslu have not explicitly regulated the

coercion and form of Bawaslu's supervision of the follow-up to the decisions it has
issued. This results in legal uncertainty for Bawaslu's binding decision, especially if
the decision is delayed and/or not followed up. Therefore, this study provides
recommendations for regulatory models to strengthen the enforceability of Bawaslu's
decision including a sanction mechanism for election organizers who do not follow

up on Bawaslu's decision.

Keywords: Bawaslu, decision follow-up, election
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